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BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR S1 TAHUN 2020

TENTANG

PE}.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menerapkan nilai-nilai kejujuran,

kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras,

keberanian, tanggung jawab, dan keadilan serta

memberikan pengertian dan pemahaman anti korupsi

sejak dini kepada peserta didik, pertu diselenggaralal

pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan di

Kabupaten Musi Rawas;

b,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti

Korupsi pada Satuar Pendidikan di Kabupaten Musi

Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daeral Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (I€mbaran Negara Repubtk Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Irmbaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (IJmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Irmbaran Negara Repbulik Indonesia Nomor

387), sebagaimana teLah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembe rantasart Tindak Pidala Korupsi (Irmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Iembaral Negara Republik Indonesia Nomor

415O);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O3 tentang SiEtem

Pendidikan Nasional (Lembaral Negara Republik

Indonesia Tahun 2O03 Nomor 78, Tamba-han lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 43O1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimara

tela-h diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),

sebagaimana teLah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standa.r Nasional

Pendidikal (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol5 Nomor 45, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5670);

4.

5.

6.
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7, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OOg tentang

Guru (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 194, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

74 Tahun 2008 tentang Guru (Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 6O58);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 23, Tambahan Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah

denSan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran NegaJa

Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 112, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol7 telrta,rg

Penguatan Pendidikan Karal<ter (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

pada Satuan Pendidikan Formal (L:mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 195);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Ta}tun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas, (|,€mbaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1o);

12. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Tirgas dan Fungsi Dinas

Pendidika-n Kabupaten Musi Rawas, (L€mbaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 Nomor 48);
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13. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

(Berita Daorah Kabupaten Muai Rawas Tahun 2019

Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEIITANG PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN

PENDIDIKAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengar:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalai Bupati Musi Rawas.

4. Dinas Pendidikal adalah Dinas Pendidikan

Kabupaten Musi Rawas,

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Musi Rawas.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proaes

pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memitki

kekuatan spilitua-l keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan ya-ng diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara.
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8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada

jalur formal dan nonformal, meliputi Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD/RA), Sekolah Dasar, dan

Sekolah Menengah Pertarla, dan Pusat Kegiatan

Bel4jar Mandiri.
g.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah

Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik

darl kependidikan, dart atau masyarakat yang

mengaMikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan.

10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang

ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan

Peserta Didik, tqjuarr yang akan dicapai dan

kemampuaJr yang akan dikembangkan-

1i. Kurikutum adalah seperangkat rencana dart

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan pembel4jaraa untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu.

12. Pendidik adalah tenaga yang berkualitikasi sebagai

guru, dan pamong belsjar dan sebutan Lain yang

sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi

da-lam menyelenggarakan pendidikan baik di

program PAUD, Sekolah Dasar dan SekoLalt

Menengah Pertama,

13. Satuan atau Program Pendidikan Anak Usia Dini

yang selanjutnya disingkat PAUD adalah layanan

PAUD yang dilaksaaakan pada suatu lembaga

pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-

kanak/Raudatul Athfal/Bustarul Athfal, Kelompok

Bermain, Taman Penitipan Anak, dar Satuar PAUD

sejenis.

rk
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15.

t7.

18.

16.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertsma yang selanjutnya

disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan formal yang menyelenggarakaa

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar

sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil

belaja.r yang dialrui sama atau setara SD atau

Madrasah lbtidaiyah.

Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang

mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan

PAUD, SD, SMP, dan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang

ditentukan.

PembeLajaran adalah proses interaksi peserta didik

dengan pendidik dan sumber belqiar pada suatu

lingkungan belajar.

Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang

didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di

masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek

personal/kepribadian, aspek sosial, dart aspek

lingkungan.

Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yarg

diLa-ksanaksn di Daerah Kabupaten yang sebagian

atau selrruh kegiatan pembelajarannya bersumber

dari penanaman pendidikan karakter.

19.
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyelenggaraan Pendidika! Anti Korupsi

pada sah.ran Pendidikan adalah untuk membentuk

peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri,

disiplin, kerja keras, berani, tanggutlg jawab, dan

adil serta mampu beradaptasi dengan

lingkunga-nnya, berwawasan luas, dan berbudi

pekerti luhur.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Aflti Korupsi

bertujuan:

a. mewujudkan peningkatan keimanan dan

ketakwaan kepa.da T\:han Yang Maha Esa;

b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk

mewujudkan masyarakat yang cerdas serta

berkarakter unggul melalui pelayanan yang

prima;

sebagai pedoman bagi Suru dalam memberikan

bimbingan dan pengasuhan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dati p!'oscs

pembelqiaran terhadap peserta didik di sekolah;

melatih peserta didik untuk membiasalen poLa

hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap

lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan

nilai-nilai kejujuan yang diperkenalkan melalui

pmses pembelajaran di sekol,ah;

meqiadikan satuan pendidikan sebagai sarana

pembentukan sikap dan perilaku positif dari

peserta didik yang tidak terpisahkan dengan

rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;

menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis

arttara guru dan orangtua peserta didiL dalam

mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti
yang seluas-luasnya; dan



g. menjalin hubr:ngan yang harmonis dan sinergis

antara Dinas Pendidikan dengan Perangkat

Daerah lainnya dalam memperkuat dan

membangun karaher masyarakat Kabupaten

Musi Rawas.

BAB III

RUANG UNGKUP

Pasal 3

tuang tingkup Peraturafl Bupa.ti ini adalah eebagai

berikut :

1. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;

2. pernbinaan dan pengawasan;

3. penghargiaan;

4. sanksi; dan

5. pembiayaan.

BAB IV

PENYELENCTGARAAN PENDIDIKAN ANII KORUPST

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Fenyelcnggaraan Fendidikan Anti Korupsi diintegrasikan

pada semua mata pelqiaran dan kegiatan pada Satuan

Pendidikan untuk rnemberikan penegiBsan

nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

(1) Iategrasi Penyelengaraan PendidilGn Anti Korupsi

pada scmua mata pclajaran dan kegiatan peda

Satuan Fendidikan sebagBimena dimaksud dalam

Pasal 4, tercantum dala'n lampiran Peraturan

Bupati ini.



(2) Intsgrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi

pada semua mata peliajaran dan kegiatan pada

Satuan [tndidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaks anakan melalui:

a. Pusat Kegiatan Gugus;

b. Kelompok Kerja Guru;

c. Musyawarah Guru Mata Pelajaran;

d. Kelompok Kerja Kepala Sekolah;

e. Musyawarah l(erja Kepala Sekolah;

f. Kelompok IGrja Pengawas Sekol,ah;

g. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah; dart

h. Kelompok Kerja Penilik.

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Anti KoruPsi

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dila.ksana.kan oleh :

a. Satuar Pendidikan;

b. Tenaga Pendidik; dan

c. Peserta Didik

Pa6s€re,f (es&ru

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan

Pendidikan

Pasal 7

Fenerapan Pendidikan Anti KoruPsi bagi Satuan

Pendidikan sebagaimana 'tirneksud dalam Pasal 6 huruf

a, dilaksarakan dengan cara sebagai berikut:

a. penyampaian Itumitmen Anti Korupsi dalam

Upaca.ra yang .lilaksrrrakan dengan cara

membacakan naskah Janji Siswa yang isinya

mengarah pada perilaku Anti Korupsi pada setiap

kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin,

upacara setiap tanggal 17, nraupun upo.cara peda

hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah

sahr siss,a untuk kemudian diikuti oleh scluruh

I)eserta upacara;
I'c(L,Z i0,ill]L :-r



b. memaaukkan butir pendidikan anti korupsi pa.da

tata tcrtib sekol,ah;

membentuk ftrodel penerapan pendidikan anti

korupsi aebagai berikut:

1. pengadaan Kas Sosial Kelas yang dilaksanakan

melalui pcngumpulan dana secara sukarel,a

untu.k Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta

didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas

secara jujur, transParan, dan penuh tanggung

jawab; dan

2. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak

Bertuan sebagai tempat penampungan benda-

benda yang ditcmukan oleh setiap warga eatuan

pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur

terhadap scsuatu benda yang ditemuks-n bulan

milikrya dilaksanakan dengan cara:

a. warga satuan pendidikan Jrang merasa

kehilangian sesuatu setiap saat bisa datang

ke Pos tersebut untuk mencari barang

miliknya yang hilang; dan

b. pengambilan barang yang hilsng disertai

dengan menyebutkan identitas did, ciri-ciri

barang, wama barang, atau bcntuk barang,

3. pembentukan Kantin Kejujuran.

mclibatkan pihak lain dafam pelaksanaan

pendidikan Anti Korupsi, antara lain :

l. dunia usaha;

2. organisasi masryaraka! dan

3. instansi terkait.

kegiatan lain yang dila-keanakan oleh satuan

pendidikan rlalern 61g[s mendukung pendidikan

anti korupsi.

d.

PARAF XOORDINASI
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Paragraf Kedua

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi

Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Ibrupsi bagi Tenaga

Pendidik sebagsimana dimaksud dalsm Pasaf 6 huruf b,

dilaksanakan dengan cara sebagai b,erikut:

a. membuat modul kegiatan pembcQiaran anti korupsi

sebagai bahan ajar dan/atau Rencsna Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP);

b. membina agar berkarakter antikorupsi; dan

c, mcmfaailitasi peserta didik mengenali norma dan

prilaku anti korupsi pada kegiatan pembelqiaran.

Paragraf Ketiga

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Peserta Didik

Pasal 9

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c, rajib mengikuti Penerapan Pendidikan Anti

Korupsi yang diterapkan pada Satuan Pendidikannya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan PenSrclenggaraan Pendidikan Anti

Korupsi dilakukan oleh Bupa.ti melalui Kepala

Dinas.

(2) Fembinaan sebaAaimffu rlilngksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

a. menyelenggarakan pelatihan mengintegrasikan

Fendidikan Anti l(orupsi pada mo&rl
pembelajaran dan/atau rencana pela.ksanaan

pembel,ajaran; dan

l1
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PARAF TOORDINASI

ir*iry n

b- mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti

Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik

melalui Ko,mite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Pasal 11

Fengawaaan penyelenggaraan pengintegrasian

Pendidikan Anti Korupsi dilaksanalGn oleh Kepala

Dinas.

Pasd 12

Hasil pembinaan dan pengawasan scbrgei"nara

dimaksud dalam Pasal 10 dan Passl 1l disampaikan

oleh IGpaIa Dinas kepa.da Bupati.

BAB VI

PENGTIARGAAN

Pasal 13

(1) Dalam rane&a meningkatkan dan mengembangl(an

kegiatan Fendidikan Anti Korupsi pada Satuan

Pendidikan, Kepala satuan pendidikan dan/atau

Dinas dapat memberikan p€nghargaan.

(2) Pemberian penghargaan oleh Dinas sebagaimana

rlirnrksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

(l) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan

penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dapat

dijatuhi sanksi.

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pade

ayat (1) dapat dikenakan pada Kepala Satuan

Perdidilen pada Satuan Pendidikan Negeri dan

I*mbaga Penyelenggara Pendidikan bagi Satuan

Pendidikan Swasta.

PAR.AX KOORDINASI
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(3) Sanksi sebagaimana dimakud peda ayat (2)

dileLcqnalran sesuai ketentuan pcreturan

peruadang-undangan.

BAB VItr

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya

Perah:ran ini dibctunkan kepada Anggaran Fendapatan

dan Bclanja Negara, Anggaran Pendapetan dan Bclanja

Daerah Ikbupatrn Musi Ra$as dan/atau sunrber lain

yang sah dan tidak mengikar

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Fcraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat men8etahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatafinJra dalam Berita Daerah I(abupeten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
z so?\s$brr 2O2O

RAWAS,

GI,'NAWAN

Diundanglan di Muara Beliti
pada tangal L g\\ont}{J 2o2o
SEKREf,ARIS DAERAH
KABUPAIEN MUSI RAWAS,

pada

BERITA DAERAH KABI'PATEN MUSI TAHUN 2O2O NOMOR.Sq
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATIMUSI RAWAS

NOMOR : grt TAHUN 2O2O

TENTANG : PEI.IYELENGGARAAN

PENDIDIKAN AITTI KORUPSI

PADA SATUAN PENDIDIKAN

DI KABUPATEN MUSI RAWAS

NO
NIT.AI DAN PERIL,AKU ANTI

KORUPSI
CIRI-CIRI

I mengenal perilaku korupsi
yang harus dihindari

a. mengenal ciri-ciri perilaku
korupsi yang perlu dihindari;

b. terbiasa melakuka.n tugas
secara tepat waku;

c. menunjukkan contoh kasus
perilaku korupsi yang diketahui
di rumah, di satuan pendidikan,
darl di masyarakat; dan

d. menunjukkan contoh kasus
perilaku yang tidak
mengandung unsur korupsi
yang pemah dilakukan siswa;

2 berlaku jujur, disiplin,
bertanggung jawab, dan adil
dalam kehidupan sehari- hari.

a. berani mengemukakan sesuatu
sesuai dengan keadaan yartg
scbenamya;

b. terbiasa melakukan seauatu
secara tepat wal<tu;

c. terbiasa meLaksana}an tugas
secara tepat walrtu;

d. terbiasa berlaku tidak memihak
kepada siapa pun dalam
melakukal suatu tindal<an.

hanya menerima sesuatu
pemberian sesuai dengan yang
menjadi halmya.

a. menolak sesuatu pemberian
yang tidak sesuai dengan
haknya; dan

b. tidak mau mengambil sesuatu
yang bukan halnya.

4 menghormati dan memenuhi
hak orang Lain.

a. memberikan sesuatu kepada
orang lain sesuai dengan
haknya; dan

b- tidak pernah memberikart
kepada orang lain sesuatu yang
bukan menjadi haknya.
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5 "n'rnru mcnsuralisiE scbab
dan akibat dari Frilaku
korupsi dalam kehidupan
bcrmasyaralat dan bernegara.

rn'"nfu mengidctifrkasi
sebebscbab yerg mendorong
timbulnya perifaku korupsi datam
kehidupan bermesyarakat dan
bcrnegara;

6 memiliki kcbaaggaan
berperilaku anti korupsi.

a. bangga terhadap pcrilaku anti
korupsi;

b. anti terhadap perilaku korupsi.

7 membudayalan prilaku anti
korupsi di lingkugan keluarga
dan naryarakat

a. menyebaduaskan gagasan dan
keinginan untuk menghindari
perilaku korupsi;

b. menunjukkan komitmcn unhrk
menolak perilaku koruPsi dan

c. menjadi tcladar pcrilaku anti
korupsi.

BUPATI RAWAS,


